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SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

O W

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 13-04-2022

Ji.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp @sulselprov.go.id
Makassar 90231




Lampiran 2. Surat Izin penelitian dari Badan Kesatuan bangsa dan
Politik Kota Makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 — 3615867 Fax +62411 — 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : http.www.makassar.go.id

Makassar, 14 April 2022
Kepada

Yth. KETUA DPRD KOTA MAKASSAR
Di-

MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/-222 -IIBKBP/IV/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional limu
Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan nomor 29775/S.01/PTSP/2022 Tanggal 13 April
2022 perihal Izin Penelitian.
Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada
prinsipnya Kami menyetujm dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : SULFIANA

NIM / Jurusan : E052192005 / llmu politik

Pekerjaan . Mahasiswa (S2) / UNHAS

Tanggal pelaksanaan 13 April s/d 13 Mei 2022

Jenis Penelitian : Tesis

Alamat :JI. P.Kemerdekaan Km.10, Makassar

Judul : “ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

(STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAR SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN)”

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan
selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.

Angket s Pé mblna ngkat lIIV b
s :/1’ 9730607 199311 1 001

Tembusan :

Walikota Mak di Mat (sebagal I

. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul Sel. di Makassar;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai /aporan); :

Kepala Uit Peleksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar:

. Mahasiswa yang bersangkutan;

.. Arsip.

I NOORWN 2

106



